BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis selama magang
dilapangan mengenai Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh

DPMPTP Kota Pariaman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Implementasi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 oleh DPMPTSP di Kota Pariaman
belum berjalan secara maksimal karena masih ada dan banyak
masyarakat Kota Pariaman yang belum memiliki Izin Mendirikan
Bangunan, padahal bangunan sudah ada.

b. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan
pengurusan Izin Mendirikan Bangunan antara lain adalah kurangnya
persyaratan seperti tidak adanya gambar teknis yang dilampirkan dan
sertifikat dari arsitek, biaya konsultan untuk membuat gambar teknis
dianggap mahal, serta tidak adanya sosialisasi yang dilakukan secara
resmi oleh Dinas PUPR terkait IMB, akan tetapi Dinas PUPR hanya
memberikan penyuluhan terkait IMB kepada setiap masyarakat yang
datang untuk mengurus IMB.

c. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam
pengurusan IMB yaitu dengan melakukan komunikasi secara teratur,
meningkatkan sumber daya, penggunaan alat bantu, memberikan
kemudahan dalam proses pelayanan, meningkatkan kedisiplinan petugas,

meningkatkan reliability, meningkatkan standar pelayanan, merespon
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keluhan masyarakat dengan baik, assurance, serta emphaty. Untuk
menjelaskan kepada masyarakat akan pentingnya IMB, DPMPTSP akan
melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat
sampai ke tingkat Korong malalui wali Korong dan perangkat Korong

lainnya.
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B. Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan
saran—saran yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan izin mendirikan
bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pariaman, diantaranya:

1. Agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat
memperbaiki kembali soal manajemen waktu dalam penyelesaian izin
mendirikan bangunan agar kedepannya lebih tepat waktu lagi, hal ini
dilakukan agar terwujudnya misi kantor DPMPTSP Kota Pariaman yaitu
mengenai ketepatan waktu pelayanan.

2. Agar mempermudah kejelasan prosedur dengan membuat papan informasi,
sehingga mempercepat proses pelayanan.

3. Agar responsivitas dengan mempercepat daya tanggap pegawai dalam
menyelesaikan masalah yang dikeluhkan masyarakat, serta meningkatkan

pemberian penyuluhan tentang Pengurusan IMB kepada masyarakat.
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